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BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR5`3'       TAHUN2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR  19 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang         : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  57  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Bone  Bolango   Nomor  27   Tahun   2011   tentang  Pajak

Daerah,  maka  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  Bone  Bolango
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor  19
Tahun  2017   tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak

Men8in8at

Mineral Bukan I.ogam dan Batuan;

:  1.   Undang-Undang Nomor  19 Tahun  1997 tentang Penagihan Pajak
dengan   Surat   Paksa   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 3091)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor   19   Tahun  2000     tentang     Perubahan     atas
Undang-Undang Nomor  19 Tahun  1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan   Surat  Paksa  (I.embaran   Negara  Republik     Indonesia
Tahun  2000  Nomor  129  Tambahan   I,embaran  Negara Republik
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Indonesia Nomor 3987) ;

Undang  Nomor  38  Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Provinsi
Gorontalo  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000
Nomor  258,   Tambahan   I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4060) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia    Tahun  2002  Nomor  27
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2003  tentang  Pembentukan
Kabupaten  Bone  Bolango  dan  Kabupaten  Pohuwato  di  Provinsi





Gorontalo  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor   26,   Tambahan   I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4269);

5.   Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah
dan Retribusi   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2009     Nomor     130,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) ;

6.   Undang-Undang  Nomor   12  Tahun  2011   tentang pembentukan

Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia    Tahun    2011     Nomor    82,    Tambahan    I,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

7.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014

Nomor  224,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5597)  sebagaimana telah  diubah  beberapa kali,  terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun     2015    tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014

tentang   Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia      Nomor 5679);

8.   Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor   292   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 5601 ) ;

9.   Peraturan    Pemerintah    Republik  Indonesia  Nomor   79    Tahun
2005      tentang      Pedoman   Pembinaan      dan      Pengawasan
Penyelenggaraan       Pemerintahan    Daerah    (I.embaran   Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2005    Nomor    165        Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010

tentang    Tata    Cara    Pemberian    dan    Pemanfaatan    lnsentif
Pemungutan   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2010  Nomor  119,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum  dan  Tata  Cara  Pemungutan  Pajak  Daerah  (IJembaran





Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  244  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5950);

12.Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang

Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 6322) ;

13.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Bone     Bolango     Nomor     27

Tahun 201 1 tentang Pajak Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI  BONE  BOLANG0  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN    BUPATI    BONE    BOLANGO    NOMOR    19    TAHUN    2017

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  PAJAK  MINERAL BUKAN  LOGAM

DAN BATUAN

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Bone  Bolango  Nomor   19
Tahun  2017  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak mineral
Bukan I,ogam dan Batuan, diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam BAB IV Bagian  Keempat Pasal  16 ditambahkan ayat (4)

dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan
Pasal  16

(1)   Kepala  Badan   Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bone
Bolango dapat menerbitkan STPD jika :
a.   pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b.   dari   hasil   penelitian   SPI`PD   terdapat   kekurangan   pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c.   wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.

(2)  Jumlah  kekurangan  pajak  yang  terutang  dalam  STPD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif  berupa  bunga  sebesar  2  0/o  (dua  persen)  setiap  bulan
untuk  jangka  waktu  paling  lama  15  (lima  belas)  bulan  sejak  saat
terutangnya pajak.





(3)  SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 °/o (dua persen)
sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4)  Atas   SKPD   dan/atau   STPD   yang  tidak   dibayarkan,   maka   Bupati
Bolango    cq.    Kepala   Badan    Keuangan    dan    Pendapatan    Daerah
Kabupaten Bone Bolango dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
a.   pemasangan    penanda/pengenal    bahwa    usaha    Wajib    Pajak

dimaksud belum membayar pajak;
b.   pemblokiran akses tempat usaha Wajib Pajak; dan
c.   penutupan akses tempat usaha Wajib Pajak.

(5)  Untuk kepentingan pengananan petugas, Kepala Badan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat meminta bantuan

pendampingan/pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi
yang terkait.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan  ini dengan  penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Bone Bolango.

Diundangkan di Suwawa
padatan88al       12   I_bu~ei4
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

2020

H. ISHAK NTOMA
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.196411061991031005

NE BOLANGO,

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANG0 TAHUN 2020 NOMOR





PEMERINTAH KABUPATBN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
JlrL Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1  PUSAT PBRKANTORAN BONE BOIANGO

Nomor :  180/Hkm-Ks/Setda/  /2020

OBJEK

Suwawa,        Agustus 2020

Kepada Yth,
Bupati  Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

: PERATURAN  BUPATI  BONE  B0LANG0  TENTANG  PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI BONE B0LANGO NOMOR 20 TAHUN

2017   TENTANG   TATA   CARA   PEMUNGUTAN   PAJAK   MINERAL

BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PENGELOLA   : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAII

CATATAN          : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN        :  1  (Satu)Berkas

UNTUK : Mohon  Persetujuan  dan  Tanda  Tangan  Atas  Peraturan  Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA





PEMERll`tTAH K^BUPATEN BONE BOL^NGO

B^DAN KEUANG^N DAN PEND^PAIAN D^ER^H
JL Ptof DEL BJ. 14al)il)ie Desa Lltarfea Kecamoan SLMewa KP 96184

Kepada

Dart

Hari/Tanggal   :

Perihal

TELAAHAN  STAF
Yth.  Bupati Bone Bolango

Kepala Badan  Keuangan  Dan  Pendapatan  Kab.  Bone Bolango

Rabu,12 Agustus 2020

Permohonan   Persetujuan   Perubahan  Atas  Peraturan   Bupati   Nomor     19

Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Restoran

dan  Perubahan Atas  Peraturan  Bupati  Nomor  20 Tahun  2017  tentang Tata

Cara PeLaksanaan Pemungutan Pajak Mtneral Bukan Logam

I.        Dasar

11.  Pertim

:    1.  Undang -undang  NomoF  28 Tahun  2009 tentang  Pajak  Daer'ah  dan

Retribusi. Daerah

2.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2016   tentang   Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

raturan   Daerah   Kabupaten   Bone   Bolango   No   27   Tahun   2011

ntang Pajak Daerah

ha...-.,::...
n    Bupati    Nomor    19    Tahun    2017    tentan8    Tata    Cara

aan Pemungutan Pajak Restoran

4. Peraturan Bupati    Nomor    20    Tahun    2017    tentang    Tata    Cara

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam

ahwa   daLam   rangka   memaksimaLkan   peLaksanaan   pemungutan

Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan ASLi Daerah

Zl.+ hwa  Guna  Penyelematan  Kerugi.an  Daerah  melalui  pembayaran

Pajak Daerah /  Pl.utang Pajak Daerah.

3. Bahwa  diharapkan  pelaksanaan   Perubahan  Atas  Peraturan   Bupati

Nomor  19  Tahun  2017  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemungutan

dan  Pajak Restoran dan  Perubahan Atas Peraturan  Bupati  Nomor 20

Tahun  2017  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemungutan  dan  Pajak

Mineral   Bukan    Logam   dapat   membantu    peningkatan       PAD   di

Kabupaten Bone Bolango





Saran Berdasarkan  pertimbangan  diatas,  kami  mohon  Bapak  Bupati  Bone

Bolango   dapat menyetujui  permohonan  persetujuan  Perubahan Atas

Peraturan    Bupati    Nomor        19    Tahun    2017    tentan8   Tata    Cara

Pelaksanaan    Pemungutan    Pajak    Restoran    dan    Perubahan    atas

Peraturan    Bupati    Nomor    20    Tahun    2017    tentang    Tata    Cara

PeLaksanaan  Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam

Demikian Telaahan Staf ini  kami  sampaikan,  atas pertimbangan  dan  persetujuan

Bapak diucapkan terima kasih




